
PERUBAHAN 

NOMOR 

Menimbang :

Mengingat :

 

 

 

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA 

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

WALIKOTA PASURUAN
 

: a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan 
pendanaan kegiatan pengembanga
di Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian 
ketentuan yang mengatur 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Dana Cadangan;

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) 
diubah dengan Undang
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok
Negara Republik Indo
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043)

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

2017 

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  

TENTANG DANA CADANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PASURUAN, 

sehubungan dengan adanya kebutuhan 
pendanaan kegiatan pengembangan infrastruktur 
di Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian 
ketentuan yang mengatur tentang dana cadangan;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 

Kota Pasuruan Nomor 29 
Dana Cadangan; 

(6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 551); 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor  
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

 

4.  Undang-Undang ... 

SALINANSALINAN 



- 2 - 

 

 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5280); 

 

 

 

 

12. Undang-Undang ... 



- 3 - 

 

 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3241); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
163, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

 

20. Peraturan … 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014; 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 
2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 07); 

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 01); 

 

 

 

28. Peraturan ... 
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28.  Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 
Nomor 06); 

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama, 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG DANA CADANGAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 
Tahun 2011 Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 2) diubah, sebagai 
berikut: 

 

- Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (1a) 
dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

 
(1) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dimulai pada tahun 
2014 sampai dengan tahun 2021. 

(1a) Dihapus. 

 

 

 

 

(2)  Penggunaan … 
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(2) Penggunaan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk 
pemberian ganti rugi kepada yang melepaskan 
atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, 
dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah 
yang terkena pembangunan jalan lingkar utara 
Kota Pasuruan. 

(3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan. 

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 April 2017 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

ttd. 
 

SETIYONO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 April 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
ttd. 

 
BAHRUL ULUM 

 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 1 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 60-1/2017 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

ttd. 
 

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19681027 199403 1 008 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 1 TAHUN 2017      

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG DANA CADANGAN 

 
 
 

I. UMUM 
 

Sehubungan dengan adanya kebutuhan pendanaan kegiatan 
pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan, yakni 
pembangunan Jalan Lingkar Utara, perlu dilakukan penyesuaian 
ketentuan yang mengatur tentang dana cadangan, khususnya 
dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang belum selesai pada 
tahun 2014 atau 2016 yang dapat dilanjutkan pelaksanaannya 
sampai dengan tahun 2021. 
  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

 Cukup jelas. 
 

Pasal II 

 Cukup jelas. 
 
 
 
TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 


